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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 

analisis Mas{lah{ah Mursalah terhadap Praktik Waka<lah Jasa Calo Pembuatan SIM 

di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik” guna menjawab permasalahan 

bagaimana analisis mas{lah{ah mursalah terhadap praktik waka>lah jasa calo SIM di 

Kecamatan Balongpanggang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sasaran wawancara pada 

penelitian ini adalah orang yang menggunakan jasa calo, pihak kepolisian, dan 

orang yang menjadi calo pembuatan SIM. Kemudian, untuk dokumentasi yang 

dikumpulkan adalah data tentang tarif pembuatan SIM, prosedur atau skema 

permohonan SIM. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan mas{lah{ah dengan 

pola pikir deduktif, yaitu menyimpulkan dari yang umum pada yang khusus. 

Sehingga dapat menarik kesimpulan terkait data tentang praktik waka>lah jasa 

calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang. 

Penulis menyimpulkan bahwa praktik jasa calo pembuatan SIM ini sudah 

sesuai dengan rukun dan syarat waka>lah, yaitu adanya orang yang memberi 

kuasa, ada pihak yang menerima kuasa, sesuatu yang dikuasakan dan s{ighat ijab. 

Kemudian, hasil analisis metode hukum Islam mas{lah{ah mursalah terhadap 

praktik jasa calo pembuatan SIM dapat dikategorikan menjadi dua kriteria. 

Kriteria yang pertama adalah apabila pengguna jasa calo pembuatan SIM pada 

waktu kepengurusannya mempunyai uzur maka hal ini boleh menggunakan calo 

SIM.  

Berbeda hasilnya dengan kriteria yang kedua, yaitu praktik ini tidak 

diperbolehkan dilakukan, dengan alasan jika pengguna jasa calo hanya dengan 

alasan malas untuk mengurus SIM. Hal ini dinilai tidak efektif dan efisien, 

karena tidak adanya keadaan yang darurat sehingga dapat menyebabkan kerugian 

berupa kurangnya edukasi dan ketaatan pemohon SIM secara prosedural. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas, guna mencapai tujuan yang baik. Maka, 

disarankan kepada pihak-pihak, yakni hasil dari penelitian dapat digunakan oleh 

masyarakat maupun pihak yang bersangkutan di Kecamatan Balongpanggang 

sebagai dasar pertimbangan dan rujukan mengenai pengunaan jasa calo 

pembuatan SIM. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan muamalah mempunyai banyak ragam sebagai contohnya 

yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, ijārah 

(sewa menyewa), wadiah (titipan), zakāh, hibah (hadiah), wakālah 

(perwakilan), hawālah (pemindahan hutang), kafālah (jaminan),  dan lain-

lain. Semua transaksi muamalah tersebut telah diatur secara umum dalam 

Alquran dan hadis, serta secara terperinci dalam kitab-kitab klasik yang telah 

disusun oleh ulama terdahulu dengan tujuan mengetahui tentang hukum, 

sumber hukum, dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Contoh dalam kitab Fatḫul Qarīb karangan al-Qadhi Abu Syuja’ (1042-

1107) yang memuat elemen-elemen ketika melaksanakan transaksi. Selain 

contoh kitab kontemporer yang mengatur tentang kegiatan muamalah adalah 

kitab Uṣūl Fiqih karangan Abdul Wahab Khallaf (1888-1956) yang juga 

dibukukan dalam bahasa Indonesia. 

Pada dasarnya sumber hukum Islam Alquran dan hadis tidak 

menguraikan secara perinci mengenai transaksi muamalah. Seperti, syarat 

pembeli, syarat penjual, syarat barang yang diperjualbelikan. Namun hal ini 

dapat digali keabsahannya dengan mengunakan metode-metode hukum Islam 

yang  bertujuan sebagai perantara menggali hukum Islam tersebut. Berbagai 
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macam metode hukum Islam, diantaranya adalah maṣlaḥah mursalah, al-urf, 

istihsān, istiṣḥāb, sad adh-dharī’a, dan lain-lain. 

Penerapan metode-metode istinbat tidak luput jika dikaitkan dengan 

masa yang sekarang. Banyak hal yang dijumpai tetapi belum tentu telah 

diterangkan dalam hukum Islam, namun hal-hal tersebut perlu dianalisis 

melalui adanya pengkiasan ataupun dengan  metode istinbat yang ada. 

Seperti seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor 

di jalan wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. 

Salah satu persyaratan wajib bagi pengendara sepeda atau mobil harus 

mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan 

yang akan dikemudikan. 

Fakta yang ada di lapangan, proses pembuatan SIM tidaklah mudah, 

karena banyak langkah yang harus dilakukan oleh pemohon. Banyaknya 

langkah yang harus dilakukan oleh pemohon SIM ini memberikan peluang 

bagi orang-orang yang ingin memanfaatkannya secara ilegal. Orang-orang ini 

biasa disebut dengan calo.  

Pengertian calo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan 

sesuatu berdasarkan upah, dan dapat disebut sebagai perantara atau makelar. 
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Ada pula yang memahami calo dengan seseorang yang menawarkan 

jasanya untuk bekerja sebagai pemberi jasa alternatif atau jalan pintas bagi 

orang lain secara tidak resmi.1 

Seorang calo akan memberikan penawaran khusus berupa jasa 

pembuatan SIM dengan mudah dan cepat, namun jasa ini tidak diberikan 

secara cuma-cuma. Melainkan ada harga yang melebihi batas standar yang 

harus dibayar oleh pemohon SIM kepada calo. Meskipun begitu, hal ini tidak 

mengurangi peminat bagi pemohon SIM untuk tetap menggunakan jasa 

calo.2 

Mengenai penerapan jasa calo pembuatan SIM yang menjadi kebiasaan 

masyarakat di beberapa daerah khususnya di Kecamatan Balongpanggang. 

Praktik jasa calo SIM menggunakan akad wakālah tidak dijumpai dalam 

Alquran maupun hadis secara mendetail. Namun Alquran dan hadis ini 

dijadikan sebagai rujukan melalui jalan metode istinbat hukum. 

Pada kesempatan kali ini metode istinbat yang digunakan metode 

istinbat maṣlaḥah mursalah. Alasannya adalah karena masyarakat yang 

mempertimbangkan pembuatan SIM menggunakan jasa calo lebih 

memudahkan, lebih cepat bahkan lebih singkat daripada membuat SIM yang 

dilakukan diri sendiri yang seringkali mengalami kegagalan dikarenakan 

banyak sebab, khususnya pada ujian praktik. 

                                                           
1 “Pengertian Calo”, www.suduthukum.com, “diakses pada”, 8 Juli 2017 
2 http://www.pungli-dan-calo-sim-di-jabodetabek-ombudsman-bebas-berkeliaran.com, diakses 

Selasa, 4 September 2018 

http://www.suduthukum.com/
http://www.pungli-dan-calo-sim-di-jabodetabek-ombudsman-bebas-berkeliaran.com/
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Fenomena jasa calo tersebut menjadi kebiasaan yang turun menurun 

pada lingkungan masyarakat, meskipun praktik jasa calo pembuatan SIM ini 

sudah jelas tidak diperbolehkan dalam tinjauan hukum positif. Namun 

praktik dalam lapangan tetap saja dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa 

calo pembuatan SIM.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

terkait pratik akad wakālah jasa calo dengan menggunakan judul Analisis 

Maṣlaḥah Mursalah terhadap Praktik Wakālah Jasa Calo Pembuatan Sim di 

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan akad wakālah  jasa 

calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik 

sebagai berikut : 

1. Praktik akad wakālah  jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan 

Balongpanggang Kabupaten Gresik. 

2. Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap praktik wakālah  jasa calo 

pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik 

3. Analisis istiḥsān terhadap praktik wakālah  jasa calo pembuatan SIM di 

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik 
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4. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHES) terhadap praktik wakālah 

jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten 

Gresik. 

5. Persepsi masyarakat terhadap penerapan jasa calo pembuatan SIM di 

Kecamatan Balongpanggang. 

Agar skripsi ini dapat terfokuskan membahas suatu permasalahan, maka 

penulis membatasi pada rumusan sebagai berikut: 

1. Praktik wakālah  jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan 

Balongpanggang Kabupaten Gresik 

2. Analisis metode hukum Islam maṣlaḥah mursalah terhadap praktik 

wakālah jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang 

Kabupaten Gresik 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik wakālah jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan 

Balongpanggang Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana analisis maṣlaḥah terhadap praktik wakālah jasa calo 

pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan diakukan ini tidak merupakan 

pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada.3 

Penelitian yang berjudul ”Analisis Maṣlaḥah terhadap Praktik Wakālah 

Jasa Calo Pembuatan Sim di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten 

Gresik”, sebenarnya telah dibahas pada skripsi atau jurnal sebelumnya, 

namun berbeda kasus dan permasalahan sebagai berikut; 

1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Negeri Surabaya yang ditulis oleh Adhitia 

Herdian Mulya Laksmita dan Ari Wahyudi yang berjudul “Rasionalitas 

Pengguna Jasa Calo dalam Kepengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo”. 

Isi dari jurnal ini  menyimpulkan bahwa, pengguna jasa calo SIM masih 

sangat banyak, pemberian harga yang tinggi tidak mengurangi minat 

seorang pemohon SIM untuk menggunakan jasa calo. Seperti di Polres 

Sidoarjo, pengguna jasa calo tidak keberatan dengan harga yang tinggai 

dan tetap saja digunakan oleh banyak orang.  

Tindakan menggunakan jasa calo merupakan tindakan tradisi, yang 

sudah menjadi tradisi turun temurun dari keluarga atau orang 

terdekatnya. Hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya adalah karena 

pemohon SIM Baru sudah berkali-kali mengalami kegagalan dalam ujian 

praktik merasa terbantu. Selain itu calon pemohon SIM menggunakan 

                                                           
3 Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk teknik penulisan skripsi (April 2016),  hal. 8. 
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calo karena adanya dorongan dalam bentuk hubungan emosional antara 

pemohon dan calo SIM.4 

Hal yang menjadi pembeda antara pembahasan jurnal ilmiah mahasiswa 

negeri Surabaya yang ditulis oleh Adhitia Herdian Mulya Laksmita dan 

Ari Wahyudi yang berjudul “Rasionalitas Pengguna Jasa Calo dalam 

Kepengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo” dengan penelitian ini 

adalah pada pisau masalah yang digunakan. Jika dalam jurnal tersebut 

pembahasannya pada rasionalitas kepengurusan SIM berdasarkan 

rasionalitas saja, namun pada penelitian ini menggunakan pisau analisis 

salah satu metode Hukum Islam yakni mas{lah{ah guna menemukan hasil 

yang diperoleh. 

2. Skripsi mahasiswa Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum yang 

berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes” disusun oleh Tanty Kusuma Digdani. Isi dari 

jurnal ini menyimpulkan bahwa, tingkat kesadaran hukum masyarakat 

kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes 

terhadap pembuatan SIM C relatif tinggi. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan  beberapa indikator diantaranya adalah tingginya pola perilaku 

hukum masyarakat Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes dalam pembuatan SIM C.  

                                                           
4Adhitia Herdian Mulya Laksmita, Ari Wahyudi, “Rasionalitas Pengguna Jasa Calo Dalam 

Kepengurusan SIM Baru Di Polres Sidoarjo” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri 

Surabaya, 2017 
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Selain itu, ada faktor-faktor dominan yang cenderung mempengaruhi 

kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes dalam pembuatan SIM C, diantaranya adalah 

tingkat pendidikan masyarakat  berpengaruh secara positif dalam 

pembuatan SIM C. Maksudnya adalah semakin tingginya tingkat 

pendidikan masyarakat seiring dengan tingginya kesadaran hukum yang 

dimiliki oleh masyarakat.5 

Guna mengetahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan 

skripsi mahasiswa Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum yang 

berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes” disusun oleh Tanty Kusuma Digdani.  

3. Jurnal ekonomi Islam karya Muhammad Fatah Ilhamy dan A’rasy 

Fahrullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijārah dalam 

Kepengurusan SIM Melalui Jasa Makelar”, dalam skripsi ini membahas 

mengenai transaksi akad ijārah tersebut, selain itu juga dibahas 

mengenai argumentasi dari pihak SATPAS Colombo yang menyatakan 

larangan pengurus SIM melalui jasa makelar sesuai dengan UU No. 11 

Tahun 1980 mengenai suap menyuap.6 

                                                           
5 Tanti Kusuma,“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) 

C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”, (Skripsi Mahasiswa 

Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum) 
6 Ilhamy, Muhammad Fatah, dan Fahrullah, A’rasy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 

Ijarah Dalam Kepengurusan SIM Melalui Jasa Makelar”, (Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri 

Surabaya, 2019) 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan karya ilmiah 

diatas adalah lebih fokus kepada praktik akad yang digunakan, kelebihan dan 

keuntungan mengunakan jasa calo/makelar. Maka dari itu penulis memilih 

judul Analisis Maṣlaḥah Mursalah Praktik Wakālah   Jasa Calo Pembuatan 

SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui praktik wakālah jasa calo pembuatan SIM di 

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 

2. Untuk mengetahui hasil dari analisis metode hukum Islam maṣlaḥah 

mursalah terhadap praktik wakālah jasa calo pembuatan SIM di 

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Skripsi dengan judul Analisis Metode Hukum Islam Maṣlaḥah Mursalah 

terhadap Praktik Wakālah Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan 

Balongpanggang Kabupaten Gresik memiliki kegunaan atau manfaat baik 

untuk penulis maupun pembaca khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah 

dan Hukum. Penelitian ini mengandung dua aspek yaitu; 

1. secara teoritis hasil penelitian dapat menambah wawasan keilmuan 

kepada pembaca untuk memahami hukum akad wakālah jasa calo 

pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 
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2. secara praktis hasil dari penelitian dapat oleh masyarakat maupun pihak 

yang bersangkutan di Kecamatan Balongpanggang sebagai dasar 

pertimbangan dan rujukan mengenai pengunaan akad wakālah jasa calo 

pembuatan SIM. 

G. Definisi Operasional 

Agar dapat memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian 

judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari 

terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul 

skripsi ini, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah 

pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Maṣlaḥah Mursalah 

Maṣlaḥah  Mursalah adalah metode hukum Islam yang dapat 

digunakan untuk menetapkan suatu hukum dengan tujuan untuk 

menerapkan kemaslahatan manusia, yaitu dapat berupa suatu manfaat, 

menghilangkan kesulitan atau menolak bahaya.  

Pada pemaparan ini, maṣlaḥah mursalah  yang dimaksudkan adalah 

metode hukum Islam yang digunakan untuk mengetahui hukum praktik 

akad waka<lah jasa calo pembuatan SIM yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara menyerasikan praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan 

teori yang sudah ada, seperti definisi dan syarat keabsahannya sehingga 
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dapat memperoleh hasil dari analisis praktik waka>lah jasa calo pembuatan 

SIM. 

2. Wakālah 

Wakālah adalah jenis akad muamalah yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan tujuan melimpahkan kuasa pihak satu kepada 

pihak yang lain agar kuasa tersebut dapat dilakukan. 

Pada penelitian ini wakālah yang dimaksudkan adalah praktik 

penggunaan jasa calo pembuatan SIM yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Kemudian, konsep 

penggunaannya adalah menyesuaikan teori yang ada dengan keadaan yang 

terjadi di lapangan. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis. Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, 

maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:7  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) teknik 

pengumpulan data adalah wawancara dengan para narasumber yang 

terkait dengan praktik jasa calo permohonan SIM di Kecamatan 

                                                           
7 Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum), (Surabaya:UINSA Press, 2014), hal. 42 
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Balongpanggang Kabupaten Gresik, meliputi seorang calo SIM, pengguna 

jasa calo pembuatan SIM, dan pihak kepolisian. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian sebagai objek dari penelitian yaitu di tempat terjadinya 

transaksi akad wakālah jasa calo pembuatan SIM yang dilakukan oleh 

masyarakat Kecamatan Balongpanggang 

3. Data yang dikumpulkan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dapat dikumpulkan 

adalah: 

a. Tarif permohonan SIM. 

b. Syarat-syarat permohonan SIM. 

c. Prosedur permohonan SIM. 

d. Aturan bebas tentang fakta calo. 

e. Proses transaksi jasa calo. 

f. Alasan  masyarakat pengguna jasa calo pembuatan SIM. 

4. Sumber data 

Penelitian ini memuat dua sumber data, yaitu; 

1) Sumber primer, meliputi: 

a) Sepuluh orang pengguna jasa calo SIM yang berdomisili di 

Kecamatan Balongpanggang, yaitu Nurul Zaidan (guru), Nuril 

Imamah (guru), Almira Devi (wiraswasta), Masykur Hadhi 

(wiraswasta), W. Wahyu Pratama (Pegawai Bank), Binti Kasiyah 
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(ibu rumah tangga), Dinda Kumala (mahasiswa), Yulianti 

(mahasiswa), Yesi (karyawan), Isnaeni (karyawan). 

b) Pihak kepolisian Kabupaten Gresik yaitu Aipda Totok Purwanto 

(Paur Log Subbag Sarpras) 

c) Satu orang calo pembuatan SIM dengan inisial nama AA 

(pedagang) 

2) Sumber sekunder adalah tempat diperolehnya data dari buku, dan lain-

lain terkait dengan objek penelitian. Adapun sumber data sekunder 

dalam penelitian ini meliputi: 

a) Website resmi KORLANTAS Polri yang mejelaskan tentang 

infomasi permohonan SIM. 

b) Brosur atau pamflet yang terkait dengan prosedur atau informasi 

permohonan SIM. 

c) File pdf yang berisikan tentang aturan-aturan dalam melakukan 

permohonan SIM. 

5. Teknik pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.8 Adapun dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara 

lain: 

 

 

                                                           
8 Noor Juliansyah, Metodologi Penelitian,  (Jakarta:Prenadamedia, 2014), hal.138 
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a. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan dibahas.9 Mengenai hal ini wawancara dilakukan dengan 

tiga pihak yang bersangkutan yaitu pihak kepolisian Kabupaten 

Gresik, pengguna jasa calo pembuatan SIM Kecamatan Balong-

panggang dan calo pembuatan SIM. Wawancara tersebut dilakukan 

untuk memperoleh data berupa infomasi transaksi praktik calo, alasan-

alasan yang melatarbelakangi menggunakan jasa calo pembuatan SIM, 

prosedur permohonan SIM yang ada di SATLANTAS (Satuan Lalu 

Lintas). 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data 

kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan di 

teliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.10 Data diperoleh 

adalah data tentang tarif pembuatan SIM, prosedur atau skema 

permohonan SIM yang disertai oleh bukti yang akan terlampir. 

6. Teknik Pengelolaan Data 

Semua data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap 

sumber-sumber data selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut:   

                                                           
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:Andi Offset, 1991), hal. 193 
10 Choliq Nurboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 

83. 
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a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, 

yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, 

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.11 

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data 

yang telah didapatkan yaitu data hasil wawancara, file pdf tentang 

aturan pembuatan SIM, proses terjadinya transaksi bersama dengan 

calo pembuatan SIM, website resmi KORLANTAS Polri yang 

mengatur tentang pembuatan SIM dan kan digunakan sebagai 

sumber-sumber studi dokumentasi.12 Dalam hal ini peneliti akan 

melakukan editing terhadap data dan dokumen terkait transaksi 

serta hasil wawancara yang dilakukan kepada para pengguna jasa 

calo, calo, dan pihak kepolisian, brosur atau pamflet praktik 

pembuatan SIM. 

b. Organizing, yaitu menyusun data-data hasil editing dengan 

sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang terstrukur dengan 

baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca.13 Sehingga dapat 

memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 

mengelompokkan data yang telah diperoleh. Dalam hal ini peneliti 

menyusun data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang 

                                                           
11 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 

153.  
12 Kusaeri, Metodologi Penelitian, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 218. 
13 Andi Praswoto, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 210 
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ada. Penyusunan ini dimulai dari pemaparan teori yang mengambil 

pada beberapa buku referensi yang menjelaskan tentang wakālah, 

jasa calo, maṣlaḥah mursalah. Kemudian dilanjut dengan 

penyusunan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagaimana 

telah terlampir. 

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap 

hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-

sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya 

sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menganalisis 

data yang ada dengan analisis maṣlaḥah mursalah terhadap praktik 

wakālah jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang 

Kabupaten Gresik. 

7. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian yaitu analisis maṣlaḥah mursalah terhadap 

praktik wakālah jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang 

Kabupaten Gresik yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Analisis 

tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik jasa calo pembuatan SIM 

dari sudut pandang metode hukum Islam. 

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir 

deduktif, yaitu menyimpulkan dari yang umum pada yang khusus. 

Sehingga dapat menarik kesimpulan terkait data tentang praktik waka>lah 

jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang. Dimana teori 
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yang dituliskan akan dihubungkan dengan data pada bab III yang memuat 

tentang praktik lapangan tentang fakta proses terjadinya akad wakālah 

jasa calo pembuatan SIM. Kemudian dianalisis berdasarkan metode 

hukum Islam maṣlaḥah yang akan dituangkan pada bab IV sehingga dapat 

ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, 

penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling 

berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini 

diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini. 

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik 

analisi data, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan kajian teori, bab ini meliputi sub bab-bab 

bahasan, yaitu: sub-sub pertama pengertian mas{lah{ah mursalah, ruang 

lingkup mas{lah{ah mursalah, syarat-syarat mas{lah{ah mursalah, macam-

macam mas{lah{ah mursalah, pengertian wakālah, legitimasi hukum akad 

wakālah, rukun dan syarat wakālah, macam-macam wakālah. 

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang akan diuraian 

menjadi pembahasan, yaitu prosedur permohonan surat izin melalui jasa calo 
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SIM, yang didalamnya adal subbab-subbab yaitu . Kedua, praktik transaksi 

akad wakalah jasa calo pembuatan surat izin mengemudi.  

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang 

terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: 

sub bab pertama membahas analisis praktik waka<lah jasa calo pembuatan 

SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Sub bab kedua 

membahas tentang analisis maslahah mursalah terhadap praktik wakalah jasa 

calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 

Bab kelima merupakan pembahasan bab penutup dari keseluruhan isi 

pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai jawaban dari rumusan dan 

saran. 
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BAB II 

KONSEP MAṢLAḤAH MURSALAH  DAN WAKA<LAH 

A. Maṣlaḥah Mursalah 

1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 

Kata maṣlaḥah berakar pada kata   الَاصْل yang merupakan bentuk 

masdar dari kata  صَلَحَ – يَصْل ح  – ص ل حًا  yang mempunyai makna baik atau 

positif.14 Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, kata maṣlaḥah berasal dari 

bahasa arab menjadi kata maṣlaḥah, yang memiliki arti mendatangkan 

kebaikan, membawa kemanfaatan, dan menolak kerusakan.15 Kemudian, 

kata  mursalah mempunyai arti tidak terikat dengan dalil agama yang 

bersumber dari Alquran dan hadis.16 

Maṣlaḥah Mursalah dalam arti umum adalah mutlak, kemudian 

menurut istilah ulama ushul mengartikan kemaslahatan yang oleh syari 

tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang 

dapat menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan tersebut.17 

Imam al-Ghazali memaparkan bahwa pada dasarnya mas{lah{ah 

adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan 

kemudharatan. Guna meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan 

                                                           
14 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 

788. 
15 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al Quran dan As Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 

hal. 43. 
16 Munawar Kholil, op. cit. 
17 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 110 
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tersebut tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksud 

dengan tetap memelihara tujuan syarak. 

Imam al-Khawarizmi, seorang ulama yang menemukan teori aljabar 

yang memberikan definisi dari mas{lah{ah. Mas{lah{ah adalah memelihara 

tujuan syarak dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia. 

Adapula pendapat dari Said Ramadhan al-Buthi yang 

mengungkapkan maksud dari sebuah kemaslahatan. Manfaat yang 

dimaksudkan oleh Allah SWT. adalah untuk kepentingan hamba-

hambaNya, baik dalam hal pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan 

jika, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan maupun harta mereka 

sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dikategori tersebut.  

Menurut ahli usul fikih, yang dimaksud dengan maṣlaḥah mursalah 

ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syari dalam wujud hukum 

dengan tujuan mencapai kemaslahatan selagi tidak terdapat dalil yang 

membenarkan atau menyalahkannya. Oleh karena itu maṣlaḥah dianggap 

mutlak karena tidak terdapat dalal yang menyatakan benar dan salah.18 

Pemaparan maṣlaḥah mursalah dapat diartikan secara umum 

dilatarbelakangi karena tidak dibatasi oleh bukti yang dapat dianggap 

atau bukti yang disia-siakan. Seperti contoh kemaslahatan yang 

diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan dicetaknya uang kartal, 

uang logam, pembangunan penjara, dapat berupa kemaslahatan lain 

                                                           
18 Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, Al-Ahkam fi ushul al-Ahkam, (Riyadh: Muassasah Alhalabi, 

1972), hal. 142 
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karena kebutuhan yang mendera, atau demi terciptanya kebaikan yang 

belum ditetapkan hukumnya. 

2. Landasan Hukum Maṣlaḥah Mursalah   

Landasan hukum maṣlaḥah mursalah  dapat ditemukan di Alquran, 

sebagai berikut: 

1. QS. Yunus: 57-58 

( ق لْ 75ه دًى وَرَحْمَةٌ للِْم ؤْمِنِينَ )ياَ أيَ ُّهَا النَّاس  قَدْ جَاءَتْك مْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِ ك مْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّد ورِ وَ 

ا يَجْمَع ونَ   بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَح وا ه وَ خَي ْرٌ مِمَّ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang 
kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi 
penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk 
serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: 

Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan 

itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu 

adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"19 

2. As-sunnah yang digunakan sebagai landasan dalam 

mengistinbatkan hukum dengan metode maṣlaḥah mursalah adalah 

HR. Ibnu Majjah: 

رمة من عبد الرزاق. انبا نا معمر عن جابر الجعفى عن عك حدثنا محمد بن يحى, حدثنا

.ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرور ولاضرار  

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, 
bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al 
Jufiyyi dari Ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW 
bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya), pada 

                                                           
19 Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1984), hal. 

659 
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dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada 
orang lain.” (HR. Ibn Majjah).20 

Berdasarkan landasan hukum tersebut, menurut Syaih Izzudin bin 

Abdul Salam mengemukakan, bahwa maslahah fiqhiyah 

dikembalikan pada kaidah fiqih, yaitu; 

a) درء المفاسد : menolak segala yang rusak 

b) جلب المصالح : menarik/mencegah kerusakan.21 

3. Syarat-syarat Maṣlaḥah Mursalah 

Metode maṣlaḥah mursalah merupakan metode hukum yang 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum dan kepentingan 

tidak terbatas. Hal ini dengan alasan karena syariah digunakan untuk 

memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan mencegah 

kerusakan. 

Kemudian, untuk mencapai kemurnian metode maṣlaḥah mursalah 

sebagai landasan dasar hukum Islam. Maka  ada unsur yang harus 

dipenuhi, yaitu; 

a. sesuai dengan apa yang ada dalam nas Alquran dan hadis; 

b. harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang akan terus 

berkembang sesuai pada zamannya; 

                                                           
20 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr), 

hal. 784. 
21 Jalaludin Al-Suyuthi, Al Asbah wa al-nadzo’ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 

hal. 31 
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kedua unsur harus menjadi pertimbangkan dalam pembentukan hukum 

Islam, karena bila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka dalam 

hasil istinbat hukum tidak akan optimal. 

Adapun syarat maṣlaḥah mursalah sebagai dasar legislasi hukum 

Islam mempunyai banyak pandangan dari ulama, diantaranya adalah; 

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf 

a. berupa maslahah yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat 

dugaan, berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembebasan 

yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan; 

b. berupa maslahah yang umum, bukan untuk kepentingan 

pribadi/perorangan; 

c. tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis serta ijma ulama.22 

2. Menurut Jumhur Ulama 

a. maslahah merupakan maslahah yang hakiki, bukan prasangka.  

b. maslahah merupakan maslahah yang umum, bukan maslahah 

khusus baik perorangan maupun kelompok tertentu.  

c. maslahah tersebut akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan 

tempat, zaman, dan lingkungan.  

d. maslahah tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang 

terdapat dalam Alquran dan hadis, oleh sebab itu tidak dianggap 

suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas seperti dalam 

                                                           
22Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Granfindo Persada, 2002), hal. 123 
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pembagian waris (menyamakan bagian anak perempuan dan laki-

laki, meskipun penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan 

dalam pembagian).23 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menggambarkan bahwa 

ulama sangat memperhatian sisi kehati-hatian dalam menggunakannya 

karena maṣlaḥah mursalah digunakan oleh ulama ketika ada hal-hal yang 

belum ditemukan petunjuk hukumnya. 

4. Macam-macam Mas{lah{ah 

Telah dijelaskan pada awal pembahasan, bahwa syariat Islam 

mempunyai orientasi pada kemanfaat dan menitikberatkan keserasian 

hukum untuk memajukan kemaslahatannya tersebut. Maka dalam hal ini 

mas{lah{ah dapat dibagi berdasarkan kategorinya, yaitu :  

a. Maslahah dari segi keberadaan mas{lah{ah; 

1) Maslah<ah mutabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh 

syara baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya adalah 

dalil khusus yang menjadi dasar wujud dari adanya kemaslahatan 

tersebut. Ulama telah menyepakati bahwa maslahah ini merupakan 

h{ujjah shariyyah yang otentik dan valid. 

2) Maslah<ah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara, 

karena maslahah tesebut bertentangan dengan ketentuan syara’ 

atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Seperti contoh 

                                                           
23 Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 

2008), hal. 24. 
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umpamanya seorang raja atau orang yang kaya melakukan suatu 

perbuatan hukum, yaitu mencampuri istrinya pada waktu siang 

hari dibulan Ramadhan. Menurut pandangan syara, hukumannya 

adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang tersebut sanksi 

yang paling baik adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, karena 

inilah cara yang diperkirakan akan membuat jera melakukan 

pelanggaran. 

3) Mas{lah{ah mursalah  adalah kemaslahatan yang keberadaannya 

tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara 

melakui dalil secara rinci.24 

b. Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, terbagi menjadi 

tiga macam; 

1) Maṣlaḥah ḍarūriyah, yaitu kepentingan yang esensi dalam 

kehidupan atau kebutuhan pokok manusia didunia dan akhirat. 

Kemaslahatan tersebut terbagi menjadi lima bagian, yaitu ; 

a. memelihara agama; 

b. memelihara jiwa; 

c. memelihara akal; 

d. memelihara keturunan;  

e. memelihara harta 

atau yang dapat disebut dengan al-maṣhalih al-khamsah. 

                                                           
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 329 
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2) Maṣlaḥah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk 

menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok. 

Berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 

kebutuhan manusia. Maka apabila maslahah ini dihilangkan dapat 

menyebabkan kesulitan bagi manusia namun tidak sampai 

menyebabkan kepunahan kehidupan manusia.25 Contohnya adalah 

diperbolehkannya jual beli saham, melakukan kerja sama dalam 

hal pertanian. 

3) Maṣlaḥah taḥsiniyah, yaitu kemaslahatan yang jika tidak 

terpenuhi tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan 

karena bersifat komplementer (pelengkap) bagi kemaslahatan 

yang lain. 

B. Wakālah 

1. Pengertian Wakālah 

Kata wakālah mempunyai arti mewakilkan atau memberikan urusan. 

Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan disebut dengan wakil.26 

Wakālah dalam pengertian penyerahan, pendelegasian, atau pemberian 

mandat juga terdapat dalam  kata Al-ḥifẓu yang berarti pemeliharaan.27 

Secara bahasa, kata wakālah atau sikalah berarti al-tafwiḍ yaitu 

penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Contoh kalimat “Aku 

                                                           
25 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2005), hal. 426 
26 Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, (Penerbit Kashiko, 2000), hal. 693. 
27 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke 

Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hal. 120-121. 
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serahkan urusanku kepada Zaid”.28 Maksud kalimat tersebut adalah 

pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal 

diwakilkan.  

Kemudian, wakālah menurut istilah didefinisikan oleh ulama sebagai 

berikut; 

a. pendapat ulama Malikiyah adalah upaya pemberian kuasa oleh orang 

yang memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap pihak lain, 

dengan syarat tindak tersebut bersifat non ibadah dan dalam 

eksekusinya tidak disyaratkan tindakan pasca meninggalnya pemberi 

kuasa. Hal ini dikarenakan jika kuasa yang diberikan pasca 

meninggalnya si pemberi kuasa maka disebut sebagai wasiat;29 

b. pendapat ulama fikih klasik al-Dimyati adalah seseorang yang 

menyerahkan urusannya kepada yang lain, yang didalamnya terdapat 

penggantian.30 

Menurut Pasal 20 Ayat 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) yang dimaksud dengan wakālah adalah pemberian kuasa kepada 

pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.31 Maksud dari kata kuasa tersebut 

adalah sesuatu guna menjalankan kewajiban dan sesuatu menerima hak, 

seperti misalnya si A mendapatkan melakukan kewajiban dari si B untuk 

membelikan sepeda motor di toko ABC. 

                                                           
28 Syafi Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 120 
29 Wahbah Zuhaili, Alfiqh wa adilatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al Katani, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), hal. 476 
30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press), hal. 233. 
31 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 17. 
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Menurut berbagai definisi yang diuraikan, maka dapat diambil 

kesimpulan waka<lah adalah penyerahan kuasa dari seseorang kepada 

seseorang yang lain untuk mengerjakan urusannya dimana penyerahan 

kuasa tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup dan batas 

kuasa tersebut telah selesai dilaksanakan.32 

2. Legitimasi Hukum Akad Wakālah 

Landasan wakālah dapat ditemukan melalui banyak dalil. 

Diantaranya adalah dalam firman Allah Swt. sebagai berikut; 

1. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al Kahfi (18) ayat 19 yang juga 

berkaitan dengan kisah ashabul kahfi: 

ت مۡۖۡ قاَل واْ لبَِ 
ه مۡ كَمۡ لبَِث ۡ

ن ۡ مۡۚۡ قاَلَ قاَئِٓل مِ  نَ ه  نََٰه مۡ ليَِ تَسَاءَٓل واْ بَ ي ۡ لِكَ بَ عَث ۡ نَا يَ وۡمًا أوَۡ وكََذََٰ ت مۡ  بَ عۡضَ يَ وۡم  ث ۡ
قاَل واْ رَبُّك مۡ أعَۡلَم  بِمَا لبَِث ۡ

تِك م بِرزِۡ 
ۡ
ذِهِۦٓ إلَِى ٱلۡمَدِينَةِ فَ لۡيَنظ رۡ أيَ ُّهَآ أزَكَۡىَٰ طَعَاما فَ لۡيَأ عَث  وٓاْ أَحَدكَ م بِوَرقِِك مۡ هََٰ نۡه  وَلۡيَ تَ لَطَّفۡ وَلَا ي شۡعِرَنَّ بِك مۡ  قفٱَب ۡ مِ 

 .أَحَدًا

Artinya : “dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar 

mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah 

salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu 

berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) 

sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan 

kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). 

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke 

kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia 

lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia 

membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku 

lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu 

kepada seorangpun.”33 

                                                           
32 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hal. 295. 
33 Kementrian Agama RI, al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Surakarta: Tim ZIYAD Qur’an, t.t.), 

hal. 295. 
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Ayat tersebut menggambarkan perginya salah satu dari ashabul kahfi 

yang pergi atas nama teman-temannya sebagai seorang wakil dalam 

memilih dan membeli makanan. 

2. Hadis 

Hadis yang dapat menunjukkan keabsahan waka>lah, diantaranya 

adalah;  

فَ زَوَّجاهَُ وَرجَُلًا مِنْ الْْنَْصارَِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ أَباَ راَفِعٍ  عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْمَدِيْ نَةِ قَ بْلَ أَنْ يَخْرُجَ  رَسُولَ اللَّهِ  مَيْمُونةََ بنِْتَ الْحارَِثِ وَ 

Artinya: “Dari Sulaiman ibn Yasar sesungguhnya Rasulullah 

saw mengutus Abu Rafi’ dan  seorang laki-laki dari kalangan 

anshar untuk menikahi Maimunah binti al-Harits sedangkan 

Rasulullah ketika itu di Madinah sebelum keluar.”34 

3. Rukun dan Syarat Wakālah 

Rukun wakālah menurut jumhur ulama dibagi menjadi empat, yaitu 

orang yang memberi kuasa (muwākil), orang yang menerima kuasa 

(wakil), objek atau sesuatu yang diwakilkan (muwākil bih) dan  ijab dan 

qabul (ṣighat).35 

Sementara itu, rukun wakālah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) diatur dalam Pasal 452 Ayat (1) adalah wakil, muwakil 

dan akad.36  

1. Muwakkil (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan). 

Syarat muwakil sebagai berikut; 

                                                           
34 Malik Ibn Anas, al-muwathā Juz 3 hadis ke-1267, (Muassasah Zāid ibn Sulthān Âli Nahiyān, 

2004), hal. 505. 
35 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah..., hal. 300. 
36 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 123. 
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a) seseoarang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki 

hak untuk mengelola pada bidang-bidang yang didelegasikannya. 

Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang 

bukan haknya.; 

b) pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakan. Menurut 

pandangan Imam Syafi’i anak-anak yang sudah mumayiz tidak 

berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang 

lain secara mutlak. Namun madhab Hambali membolehkan 

pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayiz pada 

bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.37 

2. Wakīl (orang yang menerima perwakilan), dengan syarat sebagai 

berikut: 

a) dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan apa yang ia wakilkan.; 

b) seorang wakīl harus cakap hukum.; 

c) seorang wakīl memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya 

yang diberikan oleh pemberi kuasa. Hal ini sebagai bukti bahwa 

wakīl tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali 

karena kesengajaannya. 

3. Muwakal fīh (sesuatu yang diwakilkan) dengan syarat muwakil sebagai 

berikut; 

a) dapat digantikan kepada orang lain; 

                                                           
37 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 54. 
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b) milik muwakkil pada saat pemberian kuasa; 

c) tidak dapat menguasakan sesuatu yang bersifat badaniyah38, seperti 

masalah ibadah sholat, dan diperbolehkan menguasakan sesuatu 

yang bersifat ibada maliyah, seperti menunaikan zakat, bersedekah, 

infak. 

Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga 

obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar 

syariat Islam. 

4. S}highat Ijab (ucapan serah terima, pihak muwakkil harus berupa 

ucapan yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qabu>l dari pihak 

waki>l tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya 

penolakan darinya. 39 

Waka>lah boleh menggunakan ongkos atau tidak, karena wakalah 

merupakan akad yang bersifat ja>iz (wakil tidak wajib menerima 

perwakilan). Karena itulah diperbolehkan mengambil ongkos sebagai 

imbalan. 

4. Macam-macam Waka>lah  

Akad waka>lah terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

 

 

 

                                                           
38 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 50. 
39 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta:UII Press Yogya, 2000), hal. 

68. 
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a. Wakālah khashah  

Wakālah berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk 

melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual-beli, sewa menyewa 

atau melakukan perdamaian.40  

Contoh dari wakālah khashah adalah seseorang memberikan kuasa 

kepada orang lain untuk membeli sepatu. Dalam keadaan demikian, 

wakil tidak diperbolehkan melakukan sesuatu kecuali terhadap sesuatu 

yang dikuasakan kepadanya, yaitu membelikan sepatu yang di 

inginkan oleh muwakil. 

Para ulama sepakat memperbolehkan wakālah  tersebut. Karena 

dalam wakālah al-khashah tersebut seorang wakil  tidak melewati 

batas kewenangannya, yaitu sesuai dengan yang dikuasakan muwakil 

kepadanya. 

b. Wakālah amah (wakālah umum) 

Wakālah yang berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk 

melakukan perbuatan hukum secara hukum. Seperti ucapan “engkau 

adalah wakil saya dalam segala tindakan hukum”.41 Pendelegasian 

wewenang ini lebih bersifat umum tanpa ada spesifikasi tertentu, yang 

bersangkutan dengan diri muwakil. Misalnya, muwakil berkata kepada 

wakil: “engkau adalah wakilku dalam setiap hal”. Dalam menyikapi 

wakālah tersebut, ulama berbeda pendapat. 

                                                           
40Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 

hal. 157. 
41 Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi...,157. 
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Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya 

tidak sah (tidak boleh). Karena syarat keabsahan wakālah itu muwakil biḥ 

(objek) harus diketahui sehingga tidak mengandung penipuan (gharar).42 

Dari sisi waktu pelaksanaan, transaksi wakālah dibagi menjadi 3, 

yaitu: 

a. muna>jazah, yaitu transaksi wakālah yang dapat dilakukan secara 

langsung. Seperti ungkapan “saya wakilkan kepada kamu untuk 

menjual rumahku ini” 

b. mud{a>fah, yaitu transaksi wakālah yang disifati dengan sifat tertentu. 

Seperti ungkapan “saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua 

urusan saya mulai bulan depan” 

c. mu’allaqah, yaitu transaksi wakālah yang digantungkan pada suatu 

perbuatan tertentu dimasa yang akan datang. Seperti ungkapan “jika 

besok saya belum datang dari bepergian, saya mewakilkan kamu 

untuk mengurus semua urusan saya.”43 

Kemudian dari sisi keleluasaan, transaksi wakālah dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

a. Muqayyaḍaḥ, yaitu transaksi wakālah yang mana orang yang 

mewakilkan menjelaskan kepada wakil mengenai cara bertindak 

hukum. Seperti ungkapan “saya mewakilkan kepadamu untuk 

menjual mobil saya ini dengan harga 100 juta secara kontan atau 

                                                           
42 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hal. 304. 
43 Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 

hal. 158. 
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secara tempo satu bulan”. Dalam wakālah ini wakil terikat oleh 

batasan yang dikemukakan muwakil.  

b. Mutlaqah, yaitu transaksi wakālah yang mana muwakil tidak 

membatasi apapun terhadap tindakan hukum wakil. Seperti ungkapan 

“saya mewakilkan kepadamu untuk menjual mobil ini kepada orang 

lain” tanpa menetapkan berapa harga dan cara pembayarannya.44 

  

                                                           
44Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 

hal. 158. 
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BAB III 

PRAKTIK AKADWAKA<LAH  JASA CALO PEMBUATAN SIM 

DI KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK 

A. Prosedur Permohonan Surat Izin Mengemudi Melalui Jasa Calo Pembuatan 

SIM  

1. Pengertian Pembuatan SIM melalui Jasa Calo 

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi 

yang berikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi 

persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan 

lalu lintas dan terampil mengmudikan kendaraan bermotor.45 Dasar 

hukum yang digunakan dalam diadakannya SIM dapat dilihat pada UU. 

No. 2 tahun 2002 pada Pasal 14 ayat (1)b dan Pasal 15 ayat (2)c, 

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Pasal 216. Guna mengetahui 

fungsi dan peranan dari adanya Surat Ijin Mengemudi, yaitu sebagai 

sarana identifikasi/jati diri seseorang, sebagai alat bukti, dan sebagai 

sarana pelayanan masyarakat. Merujuk pada Peraturan yang Pasal 18 (1) 

UU No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutanjalan, bahwa 

setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib mempunyai Surat 

Ijin Mengemudi (SIM). 

Masyarakat mempunyai cara pandang yang berbeda-beda tentang 

pembuatan SIM yang ada di SATLANTAS. Beberapa dari masyarakat 

                                                           
45Adib Bahari, Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB, (Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Yustisia, 2009), hal. 10. 
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Balongpanggang memilih untuk menggunakan jasa calo pembuatan SIM. 

Jasa calo pembuatan SIM adalah jasa yang menawarkan pembuatan SIM 

tanpa orang yang bersangkutan harus melakukan secara mandiri, namun 

orang lain yang akan menggantikan dalam pengurusannya sehingga dapat 

membantu jalannya proses pengurusan SIM dengan mudah.  

2. Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) 

Penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dirinci 

berdasarkan kualifikasi jenis kendaraan yang digunakan. Hal ini terkait 

dengan kesesuaian dengan beban dan tingkat kerumitan dalam berkendara 

dijalan raya. Berdasarkan Pasal 211 ayat 2 PP 44/1993, ada lima golongan 

SIM yang dikeluarkan oleh Polri, yaitu: 

a. Golongan SIM A 

SIM yang digunakan untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil 

bus, dan mobil barang yang mempunai berat yang tidak lebih dari 

3.500 kg; 

b. Golongan SIM B I 

SIM yang digunakan untuk mengemudikan mobil bus dan mobil 

barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 

3.500 kg; 

c. Golongan SIM B II 

SIM yang digunakan untuk mengemudikan traktor atau kendaraan 

bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan 
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berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau kereta 

gandengan lebih dari 1000 kg 

d. Golongan SIM C 

SIM yang digunakan untuk mengemudikan sepeda motor yang 

dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 km/jam. 

e. Golongan SIM D 

SIM yang digunakan untuk mengemudikan sepeda motor yang 

dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 km/jam, misalnya 

sepeda (bukan sepeda motor) yang ditempel mesin penggerak 

sehingga bisa dikendarai (berjalan dijalan umum tanpa dikayuh, 

walaupun perlahan saja, becak motor.46 

Pada hasil penelitian melalui wawancara bersama dengan pengguna 

jasa calo pembuatan SIM. Mereka menggunakan jasa calo ini sesuai 

dengan kebutuhan mereka, ada yang berkebutuhan pengajuan SIM 

untuk perjalanan ketika mereka kuliah, ada juga yang membuat SIM 

yang digunakan untuk perjalanan pekerjaan juga. Jenis SIM tersebut 

yaitu SIM A untuk kendaraan mobil dan SIM C untuk kendaraan 

sepeda motor. 

3. Persyaratan Pemohon Pembuatan SIM Jasa Calo 

Seorang pemohon sebelum melakukan pendaftaran pembuatan SIM, 

maka ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sebagai 

berikut: 

                                                           
46Adib Bahari, Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB, (Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Yustisia, 2009), hal. 18-19. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

 
 

a. Persyaratan usia: 

1) Berusia 17 tahun untuk SIM A, SIM C dan SIM D 

2) Berusia 20 tahun unutk SIM B I 

3) Berusia 21 tahun untuk SIM B II 

4) Berusia 20 tahun untuk SIM A umum 

5) Berusia 22 tahun untuk SIM B I umum 

6) Berusia 23 tahun untuk SIM B II umum 

Persyaratan tersebut berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan 

Warga Negara Asing (WNA) dan dapat ditemukan pada website resmi 

KORLANTAS POLRI 

 

 

Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Website KORLANTAS POLRI tentang Persyaran Usia 

Permohonan SIM 

b. Persyaratan Administrasi 

Persyaratan administrasi mencakup untuk permohonan SIM baru 

maupun perpanjangan SIM, penggantian SIM yang hilang atau rusak, 
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perubahan data pengemudi, dan penerbitan SIM akibat pencabutan 

SIM. 

Pembuatan SIM baru untuk mengemudikan kendaraan bermotor 

penguna jasa calo ini harus menyiapkan persyaratan administrasi 

berupa photocopy  Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli saja.  

c. Persyaratan Kesehatan 

Persyaratan kesehatan yang telah dicantumkan sesuai dengan prosedur 

mencakup penglihatan, pendengaran dan fisik. Sedangkan kesehatan 

rohani meliputi kemampuan untuk berkonsentrasi, kecermatan, 

pengendalian diri, dan stabilitas emosi. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan surat keterangan sehat yang dapat dibuat di klinik kepolisian 

atau di pusat pelayanan kesehatan yang menerbitkan surat keterangan 

dari dokter.  

Berbeda jika seorang menggunakan jasa calo pembuatan SIM. 

Persyaratan ini tidak diminta oleh seorang calo karena tidak 

dibutuhkan. 

4. Registrasi dan Mengisi Formulir Pendaftaran 

Ketika persyaratan sudah disiapkan, selanjutnya yaitu mengisi 

formulir permohonan SIM dan membayar sesuai dengan tarif yang sudah 

ditentukan. Pengisian formulir ini harus sesuai dengan identitas data 

pribadi dengan benar, kemudian diserahkan kepada petugas loket yang 
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sudah disediakan, lalu menunggu nama si pemohon SIM untuk dipanggil 

oleh petugas loket tersebut. 

Perlu diketahui, dalam hal ini ada jalan alternatif yang dapat 

dilakukan jika pemohon tidak sempat untuk datang ke tempat pembuatan 

SIM setempat. Pendaftaran permohonan SIM online ini dapat dilakukan 

secara online melalui situs resmi Polri di https://sim.korlantas.polri.go.id  

 

Gambar 3.2 Pendaftaran SIM online melalui web 

Setelah melakukan pendaftaran secara online, secara otomatis 

sistem akan mengirim email sebagai bukti registrasi online telah berhasil 

yang kemudian melakukan pembayaran di ATM, EDC, atau teller bank 

BRI seluruh Indonesia. Sehingga pemohon SIM tidak perlu melakukan 

antri lama untuk mengurusi berkasi yang dibutuhkan.47 

5. Mengikuti Tes 

Ada dua macam tes yang harus dilakukan dalam pembuatan SIM jika 

dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
47 Aipda Totok Purwanto, wawancara, Balongpanggang, 16 April 2020 

https://sim.korlantas.polri.go.id/
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a. Tes Teori (tulis atau computer based test ) 

Tes tulis ini berisikan tentang soal-soal yang berkaitan proses 

mengemudi yang baik/etika berkendara dan rambu-rambu lalu 

lintas yang disajikan dalam bentuk soal Computer based test 

(CBT) diruangan yang dijaga oleh petugas polisi. Setelah 

mengertjakan, maka nilai akan langsung muncul dan akan dapat 

dinyatakan keterangan lulus atau tidak lulus.  

b. Tes Praktik 

Tes praktik ini pemohon SIM diminta untuk mempraktikkan cara 

serta kemampuan dalam berkendara sesuai dnegan aturan yang 

berlaku sesuai dengan kendaraan bermotor yang akan diajukannya. 

Ada beberapa halau rintangan yang sudah disediakan, dan 

pemohon harus bisa melewati halau rintangan sesuai dengan 

standart kelulusan tes praktik yang telah ditentukan. 

Apabila dalam tes praktik membuahkan hasil gagal, maka dapat 

datang seminggu kemudian untuk melakukan tes praktik lagi 

tanpa mengulang tes teori. 

Sedangkan jika seorang pemohon SIM menggunakan jasa calo 

pembuatan SIM akan berbeda lagi. Pengguna jasa calo SIM tidak 

perlu melakukan tes praktik maupun tes teori. Namun ada 

beberapa pengguna jasa calo SIM ini tetap melakukan tes teori 

tetapi tidak perlu melakukan tes praktik dengan tujuan hanya 

sebagai formalitas belaka. 
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6. Proses Identifikasi 

Pada proses identifikasi ini akan dilakukan jika sudah dinyatakan 

lulus menjalankan tes tulis dan tes praktik. Pemohon SIM akan dipanggil 

untuk diminta melakukan koreksi identitas, pemotretan foto SIM, oleh 

karena itu pemohon seyogyanya berpakaian rapi dan sopan. Setelah itu, 

pemohon akan melakukan pengambilan scan sidik jari dan tanda tangan 

yang akan dibubuhkan di SIM yang akan dicetak. 

Berlainan dengan orang yang menggunakan jasa calo pembuatan 

SIM, seorang calo akan menginstruksikan pengguna jasa calo tersebut 

untuk datang ke kantor SATLANTAS. Setelah sampai di kantor 

SATLANTAS pengguna jasa calo ini akan menunggu antrian sampai ada 

petugas yang akan memanggilnya ke ruangan untuk pengambilan foto, 

tanda tangan dan sidik jari\. Setelah proses itu dilakukan maka SIM akan 

dicetak dan sudah siap untuk digunakan. 

B. Praktik Transaksi akad Waka<lah Jasa Calo Pembuatan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) 

Praktik transaksi jasa calo Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah 

menyebar hampir ke seluruh masyarakat Kecamatan Balongpanggang. Hal 

ini didasari oleh berbagai macam alasan. Transaksi calo ini seolah sudah 

menjadi kebiasaan yang  dilakukan, karena seringnya dipakai oleh masya-

rakat setempat. Bahkan transaksi calo pembuatan SIM ditawarkan secara 

terang-terangan oleh calo, sampai ada beberapa masyarakat yang berani 
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memberikan rekomendasi kepada tetangga, keluarga atau teman bagi yang 

ingin membuat SIM melalui jasa calo.  

Merujuk kepada sumber informasi yang telah didapat melalui hasil 

wawancara kepada informan pengguna jasa calo pembuatan SIM, yaitu 

transaksi bersama calo SIM ini berawal pada saat pemohon SIM berjumpa 

dengan seorang calo ditempat permohonan SIM. Kemudian mereka 

melakukan perbincangan dan saling bertanya. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan persyaratan 

adminsitratif  yang harus disiapkan pemohon SIM seperti foto copy Kartu 

Tanda Pengenal (KTP), jangka waktu pembuatan SIM dapat dicetak dan 

diambil, serta tarif permohonan SIM melalui jasa calo. 

Merujuk pada data yang telah didapat melalui hasil wawancara para 

informan pengguna jasa calo pembuatan SIM mempunyai hasil yang 

berbeda-beda. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang menceritakan 

bagaimana seorang pengguna jasa calo pembuatan SIM bertemu dengan 

seorang calo. 

“Ringkas cerita, saya mendapatkan informasi jasa calo SIM yang cepat 

dan tidak menyita waktu dari teman saya” hal ini di ungkapkan oleh salah 

satu informan yang berprofesi sebaga guru.48 Selain itu ada informan yang 

menyatakan, “Saya dibantu oleh paman saya, beliau mempunyai kenalan 

orang calo pembuatan SIM yang kebetulan menjadi temannya. Akhirnya 

                                                           
48 Nurul Zaidan, wawancara, Balongpanggang, 2 April 2020 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 
 

 
 

dikenalkan dan dibantu.”49 Kemudian ada pula juga mengungkapkan bahwa 

keluarga yang langsung memperkenalkan informan tersebut dengan seorang 

calo, “Saya bertemu dengan calo dari kenalan bapak saya, pada saat itu 

kami langsung melakukan transaksi” ungkap seorang informan yang 

berprofesi sebagai wiraswasta.50 

Ketiga informan tersebut menyampaikan bahwa mereka bertemu 

dengan calo atas rekomendasi dari teman atau keluarganya. Diketahui juga 

bahwa orang yang memberikan rekomendasi sebelumnya juga telah 

menggunakan jasa calo pembuatan SIM ini, mereka menilai bahwa para 

calo mampu dalam hal pembuatan SIM dengan cepat. 

Pada sisi lain, ada informan yang memberikan informasi bahwa mereka 

bertemu para calo di lingkungan sekitar pengurusan SIM tepatnya di 

tempat parkir sepeda. Seperti yang telah diungkapkan salah satu informan, 

“Ketika hendak menuju ke kantor, saya bertemu dengan calo di tempat 

parkir sepeda, dan akhirnya saya dan calo tersebut melakukan percakapan 

di tempat itu.” ungkap salah satu informan yang berdomisili di Desa 

Balongpanggang.51 

Namun, berbeda dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, ada 

suatu peristiwa yang tidak dapat disangka. Calo SIM ini membawa kabur 

uang yang telah diberikan oleh pengguna jasa calo. Meskipun begitu 

pengguna jasa calo ini tidak tinggal diam, pengguna jalo tersebut sudah 

                                                           
49 Nuril Imamah, wawancara, Balongpanggang, 5 April 2020 
50 Masykur Hadi, wawancara, Balongpanggang, 16 April 2020 
51 Dinda Kumala, wawancara, Balongpanggang, 28 April 2020 
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sempat mendatangi ke rumah calo dengan tujuan ingin meminta agar 

uangnya kembali, tetapi upaya tersebut tidak menghasilkan apa-apa kecuali 

kekecewaan.52 

Pelbagai cerita fakta telah diutarakan oleh beberapa informan tersebut 

maka  dapat diketahui bahwa seorang calo dapat ditemui dibanyak tempat, 

seperti di lingkungan sekitar maupun disekitar tempat pembuatan SIM, 

selain itu mereka juga dapat dicari. 

Setelah pengguna jasa calo dan calo tersebut bertemu atau 

berkomunikasi dengan media sosial. Mereka membuat janji temu untuk 

menyerahkan berkas-berkas yang harus disiapkan guna pembuatan SIM, 

seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang berprofesi sebagai 

karyawan ini, “saya bertemu calo itu di parkiran, kemudian bertanya 

persyaratan dan langsung saya serahkan uang. Namun tidak lupa saya 

meminta nomer telpon calo tersebut yang dapat untuk dihubungi.”53 

Persyaratan-persyaratan tersebut tidak disebutkan secara detail seperti 

halnya persyaratan pembuatan SIM secara prosedural. Namun, hanya 

membutuhkan foto copy KTP dan foto langsung oleh pemohon pembuatan 

SIM, dengan begitu SIM akan segera diproses oleh calo. 

C. Alasan Masyarakat terhadap Transaksi Jasa Calo 

Aturan saat mengendarai kendaraan bermotor seperti motor, mobil atau 

kendaraan bermotor lainnya adalah memiliki SIM. SIM tersebut sebagai tanda 

                                                           
52 Yulianti, wawancara, Balongpanggang, 2 Mei 202 0 
53 Yesi, wawancara, Balongpanggang, 19 April 2020 
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bahwa seseorang telah berkompeten dalam menjalankan kendaraannya. 

Sehingga mereka mengetahui tata cara berkendara dengan baik dan benar. 

Namun hal ini tidak dapat dipungkiri, karena masih banyaknya seseorang 

yang menggunakan jasa calo pembuatan SIM dengan berbagai macam alasan. 

Berlandaskan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, keseluruhan alasan 

dapat dipaparkan menjadi beberapa poin sebagai berikut; 

Pertama, hal yang menjadi alasan adalah karena adanya uzur dari 

pengguna calo. Seperti contohnya ada pekerjaan lain yang harus lebih 

diprioritaskan.54 

Kedua, adanya rekomendasi membuat SIM melalui jasa calo dari keluarga 

atau teman yang sebelumnya juga pernah menjadi pengguna jasa calo 

pembuatan SIM.55 

Ketiga, para calo terkenal dengan ketangkasannya dalam permohonan 

SIM. Meskipun pengguna calo harus membayar harga lebih mahal tetapi SIM 

dapat diklaim lebih cepat dan mudah.56 

Keempat, seringnya terjadi kegagalan ketika melakukan tes praktik 

pembuatan SIM. Sehingga SIM tidak dapat didapatkan. Jadi meskipun harus 

membayar dengan harga yang lebih mahal tetapi memberi kemudahan untuk 

para pemohon.57 

                                                           
54 Binti Kasiyah, wawancara, Balongpanggang, 2 Mei 2020 
55 Nuril Imamah, wawancara, Balongpanggang, 5 April 2020 
56 Wahyu Pratama, wawancara, Balongpanggang, 10 April 2020 
57 Isnaeni, wawancara, Balongpanggang, 10 April 2020 
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D. Tarif  Permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui Jasa Calo 

Masyarakat yang akan melakukan permohonan Surat Izin Mengemudi 

(SIM) baru harus berusaha melewati prosedur yang sudah ada. Salah satunya 

adalah pada tahapan terakhir pembayaran untuk percetakan Kartu Surat Izin 

Mengemudi (SIM) yang mempunyai tarif secara resmi dengan jumlah yang 

terjangkau sesuai dengan golongannya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan 

tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai tarif pembuatan 

SIM tersebut juga dipaparakan pada website resmi korlantas POLRI sebagai 

berikut:58 

 
Gambar 3.3 Tarif pembuatan SIM  

Hal ini berbeda dengan nominal tarif pembuatan SIM melalui jasa calo. 

Tarif tersebut bermacam-macam, dari rata-rata orang yang diwawancarai 

mereka harus membayar tarif dengan minimal empat kali lipat dari harga 

aslinya. Harga tersebut tanpa harus mereka melakukan negosiasi, tarif yang 

                                                           
58Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang PNBP pada Polri  
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ditawarkan oleh calo itupun tidak memiliki aturan khusus. Pihak calo 

langsung mengatakan harga, jika pihak pengguna SIM setuju. Maka dia akan 

melayani, jika tidak juga mereka akan mencari sasaran yang lain.\ 

Tarif permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui jasa calo 

mempunyai perbandingan yang besar dengan harga yang telah ditentukan.  

Para calo tersebut bebas untuk menawarkan berapa tarifnya, bahkan bisa 

empat kali lipat dari harga aslinya. 

Bersumber dari jawaban para informan yang dapat dikelompokkan 

menjadi harga minimum sampai harga maksimum pembuatan SIM melalui 

jasa calo sebagai berikut; 

No. 
Nama Pengguna 

Jasa Calo 

Jenis 

SIM 
Harga Normal Harga dari Calo 

1 Nurul Zaidan C Rp.    100.000 Rp.    800.000 

2 W. Wahyu Pratama C Rp.    100.000 Rp.    700.000 

3 Yesi C Rp.    100.000 Rp.      60.000 

4 Nuril Imamah C Rp.    100.000 Rp.    600.000 

5 Binti Kasiyah C dan A  Rp.    950.000 

6 Dinda Kumala A Rp.    120.000 Rp.    600.000 

7 Yulianti C Rp.    100.000 Rp.    700.000 

8 Isnaeni A Rp.    120.000 Rp.    600.000 

9 Masykur Hadhi C Rp.    100.000 Rp.    800.000 

10 Almira Devi C Rp.    100.000 Rp.    500.000 

Tabel 3.1 Tarif Pembuatan SIM melalui Calo 

Berlandasan informasi tarif pembuatan SIM jasa calo itu, masyarakat 

juga mengungkapkan tidak merasa begitu terbebani, karena meskipun mereka 

harus membayar dengan biaya yang mahal tapi manfaat yang akan didapatkan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 
 

 
 

bisa dirasakan secara nyata. Seperti ungkapan dari salah satu informan yang 

bekerja sebagai seorang karyawan.59 

Harga yang harus dibayar oleh pengguna jasa calo pembuatan SIM ini 

tidak dapat diprediksi, karena tidak adanya ketetapan harga. Maksudnya 

adalah berbeda orang calo berbeda juga tarif yang ditentukan. 

  

                                                           
59 Isnaeni, wawancara, Balongpanggang, 10 April 2020 
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BAB IV 

ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH  TERHADAP 

PRAKTIK WAKĀLAH  JASA CALO PEMBUATAN SIM 

DI KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK 

A. Praktik Waka<lah  Jasa Calo Pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang 

Kabupaten Gresik 

Pada kehidupan sehari-hari manusia melakukan pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Selain melakukan pekerjaan, manusia  juga 

mempunyai kewajiban untuk memehui tanggungjawabnya, yang terkadang 

kewajiban tersebut tidak dapat dikerjakan secara mandiri, melainkan 

membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapainya. 

Akad waka<lah adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh jika 

seseorang mengalami kesulitan untuk mengerjakan sesuatu dan meminta 

tolong kepada pihak lain untuk membantu menyelesaikan kewajiban diwaktu 

yang bersamaan. Sehingga orang yang mendapatkan kuasa tersebut 

bertindak sebagai pengganti pihak pertama dalam melakukan kewajiban 

tersebut sesuai dengan kesepakatan. 

Tujuan inti dari akad wakalah tersebut adalah agar pekerjaan atau 

kewajiban dapat selesai dalam waktu yang tepat. Dengan demikian setiap 

peluang yang ada selalu bisa diikuti walaupun pihak yang berkepentingan 

hanya satu orang saja, tetapi dia dapat mewakilkannya kepada pihak yang 

lain dengan tujuan menyelesaikan pekerjaannya.  
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Dapat diambil salah satu contohnya adalah seseorang yang sedang 

bekerja keras yang setiap harinya harus mengendarai kendaraan bermotor 

seperti sepeda motor, mobil atau sejenisnya. Maka, dalam hal ini ada syarat 

yang harus dipenuhi yaitu wajibnya mempunyai Surat Izin Mengemudi 

(SIM). 

Kewajiban untuk memiliki SIM tersebut harus dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang ada, namun pada fakta yang terjadi dilapangan tepatnya 

masyarakat di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Praktik 

permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut tidak dilakukan oleh 

semua orang dengan mandiri, melainkan ada golongan masyarakat yang 

lebih memilih menempuh jalan alternatif melalui calo Surat Izin Mengemudi 

(SIM). 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa calo 

ini begitu sederhana, dimulai dari membuat perjanjian dengan bertatap muka 

atau lewat media sosial, memberikan persyaratan administrasi, menunggu 

untuk waktu foto lalu menunggu pencetakan Surat Izin Mengemudi (SIM) 

sudah dapat diambil dan dipergunakan. 

Para calo ini biasanya dapat ditemui dilokasi ketika orang akan 

membuat SIM, ada juga bertemu berkenalan melalui rekomendasi dari 

teman, keluarga, atau kerabat yang membagikan informasi tentang calo itu. 

Praktik calo mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dampak 

positif dari calo adalah seseorang tidak merasa mengalutkan dengan 

banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, karena pekerjaan yang lain telah 
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dilimpahkan kepada orang lain, proses yang sederhana dan dapat dikatakan 

sudah pasti jadi tanpa menimbulkan kegagalan permohonan SIM.  

Dampak negatif dari calo adalah dapat dirasakan dan dlihat  dari yang 

paling menonjol yaitu pemohon jasa calo ini harus membayar biaya dengan 

harga yang tergolong tinggi, dan sudah jelas hal itu melanggar peraturan 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Namun, pengguna jasa calo SIM tersebut tidak mempermasalahkan hal 

tersebut, tapi mereka melakukannya dengan suka sama suka demi 

mendapatkan Surat Ijin Mengemudia (SIM) yang diinginkan. Pembayaran 

jasa calo SIM tersebut juga dilakukan dimuka, jadi berdasarkan wawancara 

yang telah dilakukan pemohon jasa calo SIM ini harus membayar terlebih 

dahulu agar dapat diproses. 

Berasaskan fenomena yang terjadi, praktik akad waka<lah  yang telah 

dilakukan oleh masyarakat dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan 

persyaratan yang sesuai, pada analis kali ini menggunakan rukun dan syarat 

waka<lah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diatur 

dalam Pasal 452 ayat (1) sebagai berikut; 

Rukun dan syarat waka<lah dibagi menjadi empat: 

1. Muwakkil (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan). 

Syarat muwakil sebagai berikut; 

a) seseoarang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan 

memiliki hak untuk mengelola pada bidang-bidang yang 
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didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika 

mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.; 

b) pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakan. 

Menurut pandangan Imam Syafi’i anak-anak yang sudah 

mumayiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan 

sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madhab 

Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang 

sudah mumayiz pada bidang-bidang yang akan dapat 

mendatangkan manfaat baginya.60 

Seseorang yang mewakilkan disini yang dimaksudkan adalah 

pengguna jasa calo pembuatan SIM, yang sudah berumur 

minimal 17 tahun dan memenuhi persyaratan pembuatan SIM 

baru. 

2. Wakīl (orang yang menerima perwakilan), dengan syarat sebagai 

berikut: 

a) dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan apa yang ia 

wakilkan.; 

b) seorang wakīl harus cakap hukum.; 

c) seorang wakīl memiliki kemampuan untuk menjalankan ama-

nahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Hal ini sebagai bukti 

bahwa wakīl tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar 

batas, kecuali karena kesengajaannya. 

                                                           
60 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 54. 
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Waki<l yang dimaksud disini adalah seorang calo pembuatan SIM 

yang diberi kuasa oleh pengguna jasa calo untuk melakukan 

pembuatan SIM atas namanya. 

3. Muwakal fīh (sesuatu yang diwakilkan) dengan syarat muwakil sebagai 

berikut; 

a) dapat digantikan kepada orang lain; 

b) milik muwakkil pada saat pemberian kuasa; 

c) tidak dapat menguasakan sesuatu yang bersifat badaniyah61, seperti 

masalah ibadah sholat, dan diperbolehkan menguasakan sesuatu 

yang bersifat ibada maliyah, seperti menunaikan zakat, bersedekah, 

infak. 

Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga 

obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar 

syariat Islam. 

Muwakal fīh  yang dimaksud dalam hal ini adalah  pembuatan SIM 

melalui jasa calo atau dapat diartikan objek yang digunakan adalah 

jasa calo pembuatan SIM baru. 

4. S}highat Ijab (ucapan serah terima, pihak muwakkil harus berupa 

ucapan yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qabu>l dari pihak 

                                                           
61 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 50. 
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waki>l  tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya 

penolakan darinya. 62 

B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah  Terhadap Praktik Waka>lah Jasa Calo Pem-

buatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara kepada para 

informan yang berkaitan dengan praktik jasa calo permohonan SIM ini, maka 

telah didapatkan banyak informasi meliputi proses transaksi jasa calo 

pembuatan SIM, alasan para pengguna jasa calo pembuatan SIM, tarif harga 

pembuatan SIM yang harus dibayarkan kepada seorang calo, dan prosedur 

pembuatan SIM yang sesuai dengan peraturan Polri. 

Calo merupakan salah satu jasa yang dibutuhkan dimasyarakat, hal ini 

disebabkan karena sebagian masyarakat sibuk dengan pekerjaannya, 

kemudian mengharuskan menyewa jasa calo. Seperti contoh orang yang 

ingin membuat SIM tetapi orang tersebut lebih memilih menggunakan jasa 

calo daripada melakukannya secara mandiri.  

Kemudian, diketahui juga seorang calo guna menjalankan 

pekerjaannya, calo ini memperoleh keuntungan dengan cara menggandakan 

harga asli untuk jasa yang telah dilakukan, yang mengakibatkan cara pikir 

sebagian masyarakat  bahwa pekerjaan calo SIM adalah pekerjaan yang tidak 

jelas karena penghasilan yang tidak dapat ditentukan bahkan praktiknya 

yang cenderung bermotif mengelabuhi sasarannya. Hal ini merujuk dari 

                                                           
62 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta:UII Press Yogya, 2000), hal. 

68. 
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pernyataan informan yang menjadi seorang calo yang mengatakan, bahwa 

dia tidak memberikan info kepada pengguna jasa calo SIM bagaimana dia 

bisa melakukan proses pembuatan SIM dengan mulus. 

setelah sudah diketahui bagaimana seorang calo dapat bertindak dalam 

melakukan aksinya, diketahui juga penyebab dari seseorang yang 

menggunakan jasa calo dengan berbagai macam alasan yang 

melatarbelakanginya.  

Melihat permasalahan ini, pihak kepolisian telah tegas bertindak 

dengan cara menempatkan anggota propam dan reskrim untuk melakukan 

pemantauan maupun penangkapan terhadap para calo yang dinilai merugikan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan seorang pemohon agar dapat melakukan 

pembuatan SIM secara mandiri. 

Namun permasalahan calo ini dapat menghasilkan hasil yang berbeda 

jika ditinjau berdasarkan hukum Islam menggunakan kacamata metode 

istinbat hukum maṣlaḥah mursalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

landasan teori, maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode istinbat 

hukum Islam yang dapat digunakan untuk menggali suatu hukum yang 

belum ditetapkan. 

Oleh karena itu, permasalahan ini dikupas sehingga dapat diketahui 

hukumnya dengan cara menganalisis dari sisi alasan masyarakat melakukan 

transaksi jasa calo pembuatan SIM terlebih dahulu.  

Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 

dalam melakukan aksinya, ada calo yang mencari sasaran dengan cara 
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memberikan penawaran kepada warga yang hendak membuat SIM berada 

dikawasan parkir. Mereka mencari pemohon SIM diparkiran sepeda atau 

dipinggir jalan sekitaran tempat permohonan SIM. Ada pula dari pihak 

keluarga yang memberikan saran agar menggunakan jasa calo. Para calo ini  

menawarkan jasa dan ada juga yang mengaku bahwa mempunyai kenalan 

orang dalam dan menjamin pasti lulus. Oleh karena itu tidak mengherankan 

warga yang hendak membuat SIM merasa tertarik dengan penawaran 

istimewa dari calo tersebut. 

Para pemohon jasa calo SIM dengan latarbelakang pekerjaan yang 

berbeda-beda ini juga mengaku bahwa kesulitan pada saat tes praktik yang 

sering kali gagal, adanya pekerjaan yang harus dikerjakan yang berakibat 

pengurusan ini tidak dapat dilakukan yang menyebabkan pemohon ini 

menggunakan jasa calo SIM.  

Bersandarkan pernyataan tersebut dapat digolongkan pada maṣlaḥah 

taḥsiniyah, yaitu kemaslahatan yang jika tidak terpenuhi tidak akan 

mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan karena bersifat komplementer 

(pelengkap) bagi kemaslahatan yang lain. 

Kebutuhan SIM ini sangatlah penting bagi orang yang berkendara 

kendaraan bermotor, karena SIM ini adalah salah satu legalitas yang menjadi 

syarat untuk pengendara kendaraan bermotor. 

Transaksi praktik waka>lah jasa calo pembuatan SIM ini dianalisis 

menggunakan metode istinbat mas{lah{ah mursalah dengan melihat syarat 

kebolehannya menurut pandangan ulama. Hal ini dilakukan karena syariah 
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digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan 

mencegah kerusakan. 

Kemudian, untuk mengetahui hasil analisis mas{lah{ah mursalah pada 

transaksi waka>lah jasa calo SIM yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 

Balongpanggang Kabupaten Gresik, harus dipenuhi beberapa persyaratan 

menurut jumhur ulama sebagai berikut: 

1. mas{lah{ah tersebut merupakan mas{lah{ah yang hakiki, bukan prasangka. 

Transaksi calo SIM dapat mendatangkan manfaat bagi penggunanya. Hal 

ini telah dikemukakan oleh para informan yang telah diwawancarai. 

Kemasalahatan yang dapat dirasakan adalah kemudahan menyelesaikan 

pembuatan SIM, kemudahan untuk dapat melakukan pekerjaan yang lain,  

pengguna merasakan hemat tenaga dan waktu, karena estimasi waktu 

proses yang cepat. 

2. mas{lah{ah tersebut merupakan mas{lah{ah yang umum, bukan mas{lah{ah 

khusus baik perorangan maupun kelompok tertentu. Maksudnya adalah 

banyaknya argumentasi masyarakat mengenai keluhan seringnya gagal 

dalam mengikuti tes praktik, dan memakan waktu yang lama. 

3. mas{lah{ah tersebut akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan 

tempat, zaman, dan lingkungan. 

Berdasarkan hasil dari wawancara diketahui bahwa banyak masyarakat 

yang menggunakan transaksi calo. Hal ini berlandasan karena mayoritas 

pengguna calo dari segi pekerjaan dan waktu yang tidak memungkinkan 

untuk mengikuti tes permohonan SIM secara mandiri. 
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Pada sebagian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai karyawan 

atau bekerja di instansi dengan hari kerja aktif senin-sabtu sehingga tidak 

memungkinkan untuk melakukan permohonan SIM sendiri.  

4. mas{lah{ah tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat 

dalam Alquran dan hadis. 

Belum adanya hukum yang mengatur bahwa praktik jasa calo pembuatan 

SIM ini dilarang oleh syara berdasarkan Alquran dan hadis. 

Pada praktik jasa calo permohonan SIM, pengguna juga memberikan 

informasi bahwa diantara calo dan pemohon tidak ada unsur paksaan karena 

saling membutuhkan. Meskipun dengan biaya yang dinilai sangat tinggi dari 

harga normal, tetapi pemohon tidak semena-mena langsung menerima tarif 

yang telah ditentukan oleh calo. Akan tetapi dari pihak calo dan pengguna 

jasa calo ini terjadi proses tawar-menawar harga agar diberi potongan. 

Setelah mereka melakukan tawar-menawar dengan suka rela 

bersepakat untuk membayar sesuai dengan nominalnya. Hal ini dikarenakan 

manfaat yang didapat juga sebanding dengan harga yang ditawarkan, 

kecepatan pembuatan, menghemat waktu, dan bisa disambi dengan 

melakukan pekerjaan yang lain, sehingga pekerjaan dapat selesai secara 

bersamaan.  

Kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas hanya prasangka yang dapat 

mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, serta kemaslahatan yang 

tidak menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam Alquran dan hadis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan semua landasan teori yang penulis gunakan untuk meng-

analisis kejadian di lapangan. Maka dapat penulis simpulkan bahwa: 

1. Praktik jasa calo pembuatan SIM yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan 

rukun dan syarat waka>lah, yang meliputi adanya pihak yang menjadi 

kuasa, pihak yang memberi kuasa, sesuatu yang dikuasakan dan ijab 

qabul. 

2. Analisis mas{lah{ah mursalah terhadap praktik waka>lah jasa calo 

pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik 

diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat yang kebolehannya. Pada 

dasarnya praktik calo tidak boleh dilakukan, namun karena melihat 

kondisi masyarakat yang memang tidak memungkinkan maka praktik ini 

diperbolehkan atas dasar untuk mencapai kemaslahatan. 

B. Saran 

Upaya mencegah adanya oknum yang mengambil manfaat dari 

kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), maka dapat dilakukan dengan 

cara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan 

jasa calo yang dapat dilakukan oleh Kanit Polres Gresik. 
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Sehingga masyarakat melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi 

(SIM) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain melakukan himbauan, 

maka dapat dilakukan dengan memberikan himbauan kepada seluruh 

masyarakat agar turut berpartisipasi mengawasi dan mengadukan jika ada 

yang menawarkan membantu untuk mengurus SIM, apalagi meminta 

imbalan yang berlebih. 

Edukasi yang perlu ditanam pada pemikiran masyarat adalah harus 

dapat mempercayai diri, meskipun proses permohonan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) amat panjang, maka hal itu tidak selamanya sulit. 

Melakukan tes teori dan praktik bukanlah hal yang sulit, terlebih mereka 

penguna jasa calo belum pernah melakukannya. 

Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggunakan jasa calo, karena 

hal itu sudah jelas menjadi tindakan yang kriminal atau kecurangan yang 

seharusnya dihindari. 
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Gambar 3.4 Poster Prosedur Permohonan SIM 
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